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Abstract  

This research seeks to understand the phenomenon of voluntary compliance 
with millennial research objects managing family businesses. The data was 
obtained through direct interviews with informants and the research was 
conducted using the Theory of Triadic Influence approach framework. 
According to this theory, the factors that shape a person's behavior can be 
categorized based on the source of the factors. Intrapersonal sources which 
are from within the actor's person, interpersonal sources which are from the 
actor's environment, socio-cultural sources which are from circumstances or 
socio-cultural values widely applicable in the perpetrator's place of life. 
There is also reciprocal determinism which gives mutual influence between 
the three sources. This study found several factors that shape voluntary 
compliance behavior: trust in the government, religious teachings, tax 
awareness, perception of fairness, mass media, interaction with the 
surrounding environment, tax understanding, additional resources, 
subjective compliance, authority interaction, fear of sanctions, tax 
consultant and hope for the future. 
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PENDAHULUAN  

Indonesia termasuk dalam kategori negara lower middle income dan berada pada urutan ke-118 

negara berdasarkan Gross National Income (GNI) per capita dengan nilai 4.140 USD, berada di bawah 

Thailand, Malaysia, China, Brunei Darussalam dan Singapura. Selain itu, kualitas infrastruktur 

Indonesia pada tahun berada di bawah Thailand, India, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Malaysia dan 

Singapura. Nilai kemudahan berusaha Indonesia berada pada urutan ke-73, berada di bawah Thailand, 

Vietnam, Singapura, Malaysia dan China. Peringkat kemandirian ekonomi berada pada urutan ke-66, berada 

di bawah Kamboja, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura. Human Development Index (HDI) Indonesia 

berada pada urutan ke-114, berada di bawah China, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan 

bahkan berada di bawah rerata dunia. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Pandya & Hidayat, 

2016; Winasari, 2020; Sriniyati, 2020; Juliantari et al., 2021; Pravasanti, 2020; Ma’ruf & Supatminingsih, 

2020; Perdana & Dwirandra, 2020). 

Pemerintah berusaha untuk menyikapi keadaan ini dengan menyusun Visi Indonesia 2045 yang 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai acuan 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam keadaan APBN yang 

terus menerus mengalami defisit, penerimaan pajak yang secara konsisten merupakan kontributor 

terbesar dalam Pendapatan Negara perlu ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Besarnya peranan pajak dapat dilihat dalam APBN, di mana dalam sepuluh tahun terakhir rata-

rata penerimaan pajak membentuk 77,95% pendapatan negara. 
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  Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Rasio penerimaan pajak perlu berada pada nilai 15% dari Gross Domestic Product (GDP) untuk 

pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Gaspar et al., 2016). PBB menyarankan bahwa 

rasio penerimaan pajak perlu berada pada nilai minimal 20% dari GDP untuk mencapai Millenium 

Development Goals. Keadaan Indonesia masih cukup jauh dari ideal, dengan rasio penerimaan pajak 

berada di nilai 10,1% dari GDP pada tahun 2020 dan berada di bawah Bangladesh, Malaysia, Papua 

Nugini, Singapura, Thailand, Filipina, rerata Asia Pasifik, China, Kamboja dan Vietnam. Berdasarkan 

fakta ini, penerimaan pajak di Indonesia masih bisa ditingkatkan. Sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Listiyowati et al., 2021; Triogi et al., 2021; Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Bahri, 2020; 

Sovita, 2020; Zulma, 2020) 

Penelitian ini memilih narasumber dalam kategori milenial pengelola family business. Milenial 

secara umum didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir di antara tahun 1981 sampai 1996 (Dimock, 

2019). Generasi ini berada pada rentang usia 26 sampai 41 tahun pada 2022 dan 49 sampai 64 tahun 

pada 2045. Maka dapat disimpulkan bahwa generasi inilah yang akan menjadi generasi usia produktif 

dalam perjalanan Indonesia menuju tahun 2045. Family business atau perusahaan keluarga adalah 

usaha yang dioperasikan oleh minimal 2 orang dalam hubungan keluarga darah, adoptif atau 

pernikahan. Kategori ini menarik untuk diteliti karena lebih dari 95% usaha di Indonesia adalah 

perusahaan keluarga. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Magribi & Yulianti, 2022; Putra, 

2020; Dewi et al., 2020; Dahrani et al., 2021; Rianty & Syahputepa, 2020; Pebrina & Hidayatulloh, 2020; 

Atarwaman, 2020). Oleh karena itu, terdapat Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 

ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, serta dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Research Gap 

Variabel Signifikan Tidak Signifikan 

Pengetahuan perpajakan → 

kepatuhan pajak 

Putra et al. (2019); 

Erdiansyah & Khoirunurrofik 

(2021); Agun et al. (2022); 

Hofmann et al. (2008); 

Merliyana & Saefurahman 

(2017)  
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Supriyati & Prananjaya 

(2018) 

Kesadaran perpajakan → 

kepatuhan pajak 

Kariyoto et al. (2012); Tahar 

& Rachman (2014); Agun et 

al. (2022); Supriyati & 

Prananjaya (2018) 

Merliyana & Saefurahman 

(2017) dan Sani & Sulfan 

(2022) 

Sosialisasi pajak → kepatuhan 

pajak 

Agun et al. (2022) Tahar & Rachman (2014) dan 

Riyanto (2012) 

Pelayanan publik → 

kepatuhan pajak 

Ali et al. (2013) Tahar & Rachman (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku wajib pajak dalam usahanya memenuhi kewajiban 

perpajakan. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Pajak di Indonesia menganut sistem self assessment, yang dalam Penjelasan atas Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Indonesia) disebutkan 

"Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan 

nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang." Selanjutnya, dalam Pasal 7 Ayat 1 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dijelaskan "Prinsip 

dari sistem self assessment dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib 

Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya." Sistem self 

assessment ini banyak dianut di banyak negara karena dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan 

sistem administrative assessment yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mengukur 

dengan tepat kewajiban setiap pembayar pajak (Okello, 2014). Supaya sistem self assessment ini dapat 

terlaksana dengan baik, para pembayar pajak perlu untuk memiliki kesadaran tinggi mengenai 

pembayaran pajak dan secara sukarela dan benar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

hukum perpajakan yang berlaku didukung oleh otoritas pajak yang menyediakan pedoman pelaporan 

dan pedoman pemeriksaan pajak untuk memastikan bahwa pelaporan pajak yang disampaikan oleh 

para pembayar pajak telah sesuai dengan ketentuan. 

Teori perilaku yang banyak digunakan di antaranya adalah Theory of Reasoned Action dan 

Theory of Planned Behavior. Menurut kedua teori ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh hasil yang 

diharapkan dan nilai-nilai personal yang dianutnya (Flay et al., 2009). Theory of Reasoned Action 

menawarkan konsep bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh variabel attitude dan variabel 

subjective norm. Attitude (sikap) terhadap sebuah perilaku adalah hasil pengolahan dari pemikiran 

seseorang akan konsekuensi dari sebuah perilaku dan evaluasinya. Subjective norm (norma subjektif) 

adalah hasil pengolahan dari nilai-nilai normatif seseorang akan sebuah perilaku dan pertimbangan 

pematuhannya (Jennings & Seaman, 1990). Theory of Planned Behavior adalah pengembangan dari 

Theory of Reasoned Action dengan menambahkan variabel self efficacy yang turut mempengaruhi 

perilaku sosial seseorang. Self efficacy didefinisikan sebagai tingkat kendali seseorang atas faktor-faktor 

internal maupun eksternal yang mungkin memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan sebuah 

perilaku. Tingkat kendali ini dapat berupa keahlian, kemampuan, tekad, kesadaran, ketersediaan waktu 

maupun kesempatan. Ketika faktor-faktor ini tidak memberikan pengaruh berarti terhadap 
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keberhasilan atau kegagalan suatu perilaku maka perilaku itu bersifat sukarela, satu-satunya kendali 

yang ada adalah niat untuk melaksanakan perilaku tersebut (Ajzen, 1985). 

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengamati, menggali dan menganalisa perilaku 

kepatuhan sukarela wajib pajak dengan pendekatan Theory of Triadic Influence (TTI). Teori ini 

menawarkan penjelasan bahwa faktor-faktor yang membangun perilaku seseorang berasal dari tiga 

sumber. Sumber pertama adalah sumber intrapersonal yang adalah dari dalam pribadi pelaku, yang 

dapat berasal dari genetik, personality, tekad maupun kemampuan. Sumber kedua adalah sumber 

interpersonal yang adalah dari lingkungan pelaku, seperti interaksi dengan sesama, perilaku relasi atau 

kebiasaan komunitas. Sumber ketiga adalah sumber sosial budaya yang adalah dari keadaan sosial 

budaya secara luas umum, misal keadaan politik, keadaan ekonomi, budaya etnis, tren generasi, 

peraturan yang berlaku, media massa termasuk pula norma agama (Flay et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian  

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk studi kasus. Penelitian 

kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pemeriksaan dokumen, pengamatan perilaku 

atau wawancara terhadap partisipan. Data yang diperoleh itu kemudian ditranskripsi dan data hasil 

transkripsi kemudian diamati dan dilakukan pengelompokan dan coding untuk mencari pola data di 

dalamnya. Pola data yang dihasilkan kemudian diamati kembali untuk dicari interkoneksinya. Hasil 

pengamatan berupa kategori atau tema akan ditafsirkan maknanya menggunakan teori. Penelitian 

kualitatif bersifat dinamis yang berarti sebagian atau bahkan seluruh fase proses penelitian dapat 

berubah atau bergeser seiring dengan pengumpulan data. Studi kasus adalah proses analisa sebuah 

aktivitas atau peristiwa melalui suatu susunan pertanyaan (Creswell, 2014). Metode kualitatif ini dipilih 

untuk menggali, menganalisa dan memahami perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak. 

Objek penelitian ditentukan pada wajib pajak generasi milenial pengelola family business. Secara 

umum, milenial adalah individu yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Generasi ini dipilih karena 
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merekalah yang saat ini telah seluruhnya berada pada definisi usia produktif dan masih tetap berada 

pada usia produktif pada tahun 2045. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh penulis. Sumber data yang akan 

digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap para narasumber. 

Wawancara dipilih supaya peneliti dapat berinteraksi secara langsung dan menggali lebih dalam 

pengalaman narasumber dengan daftar pertanyaan sebagai acuan. Hasil wawancara direkam secara 

digital dan kemudian dilakukan transkripsi secara verbatim sebagai dasar analisa. 

Sesuai dengan objek penelitian, kriteria pertama yang penulis gunakan dalam purposive 

sampling ini adalah objek penelitian yang berada dalam kategori usia milenial. Kategori usia milenial 

adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Kriteria selanjutnya yang penulis 

gunakan adalah mereka yang sehari-harinya mempunyai aktivitas sebagai pengelola family business. 

 

Tabel 1.     Daftar Responden 

NARASUMBER USIA WAKTU DURASI JENIS USAHA TEMPAT 

1 (Bapak A) 34 

Minggu, 20 November 

2022, 15:45 

18menit 

33detik Rumah Makan 

Restoran di 

Gajahmungkur 

2 (Ibu B) 34 

Selasa, 22 November 

2022, 19:53 

15menit 

43detik 

Dagang Alat 

Pertukangan 

Restoran di 

Gajahmungkur 

3 (Ibu C) 37 

Selasa, 22 November 

2022, 20:22 

15menit 

46detik Dagang Besi 

Restoran di 

Gajahmungkur 

4 (Ibu E) 34 

Rabu, 23 November 

2022, 14:44 

15menit 

17detik 

Dagang Pakan 

Hewan Restoran di Pleburan 

5 (Ibu G) 36 

Rabu, 23 November 

2022, 15:10 

18menit 

56detik Desain Interior Restoran di Pleburan 

6 (Ibu I) 34 

Rabu, 23 November 

2022, 17:55 

16menit 

13detik Dagang Vaksin 

Pusat Olahraga di 

Lamper Kidul 

7 (Bapak J) 34 

Rabu, 23 November 

2022, 19:40 

16menit 

27detik Konveksi 

Restoran di 

Gajahmungkur 

8 (Ibu K1) 33 

Rabu, 23 November 

2022, 20:04 

23menit 

09detik Dagang Kain 

Restoran di 

Gajahmungkur 

9 (Bapak K2) 37 

Kamis, 24 November 

2022, 22:02 

10menit 

38detik Rumah Makan 

Lokasi penulis di 

Sumurboto 

10 (Ibu M) 28 

Kamis, 24 November 

2022, 22:20 

27menit 

15detik 

Kontraktor 

Bangunan 

Lokasi penulis di 

Sumurboto 

Daftar pertanyaan berikut digunakan sebagai instrumen wawancara: 

• Apa yang menjadi pertimbangan anda untuk patuh pajak? 

• Apakah hasil yang anda harapkan dari kepatuhan pajak anda? 

• Apakah kendala anda untuk patuh pajak? 

• Bagaimana anda berinteraksi dengan otoritas perpajakan? 

• Bagaimana keyakinan anda pribadi tentang perpajakan? 

• Bagaimana pandangan lingkungan sekitar anda mengenai pajak dan sejauh mana pandangan itu 
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turut membangun pandangan anda terhadap pajak? 

• Bagaimana pertimbangan dari keadaan atau nilai-nilai sosial budaya umum (seperti berita 

tentang korupsi, stabilitas politik ekonomi, prediksi resesi, pandemi, bencana alam, kinerja 

pemerintah) membentuk sikap anda terhadap pajak? 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Narasumber pada penelitian ini memandang keadilan pajak sebagai salah satu faktor utama 

dalam kepatuhan pajak. Bagaimana pemerintah mengelola pajak dengan memperhatikan exchange 

equity berupa timbal balik manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan horizontal equity berupa 

kesamaan perlakuan sesama wajib pajak turut menentukan kerelaan para narasumber untuk 

membayar pajak. Usaha pemerintah untuk membangun infrastruktur dan melakukan berbagai 

penyesuaian peraturan telah berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan para narasumber dalam 

wawancara yang penulis lakukan. Namun usaha itu dinilai masih perlu diimbangi dengan kehadiran 

otoritas penyelenggara pemerintahan yang bersih dan peduli terhadap kesulitan yang dihadapi wajib 

pajak. 

Situasi pasar juga merupakan faktor penentu kepatuhan pajak. Keberlangsungan usaha terjaga 

ketika situasi pasar baik sementara instabilitas mengganggu operasional dan memaksa para 

narasumber untuk melakukan efisiensi sumber daya sehingga kepatuhan pajak cenderung tidak 

menjadi prioritas. Dalam lingkup yang lebih kecil, situasi pasar ditentukan oleh keberadaan supplier, 

customer dan kompetitor. Supplier, customer dan kompetitor yang mempunyai kepatuhan pajak yang 

baik akan memudahkan usaha para narasumber untuk mematuhi pajak. 

Sebagai bagian dari generasi yang teredukasi, para narasumber secara umum telah memiliki 

kesadaran pajak yang baik. Kesadaran ini juga dibangun dari teladan orang tua dan interaksi dengan 

para relasi. Mereka memahami bahwa pajak adalah kontribusi yang diperlukan bagi tata 

penyelenggaraan dan pembangunan negara yang baik. Namun penggunaan bahasa dan istilah yang 

relatif kompleks mengakibatkan pemahaman pajak mereka cenderung rendah dan kepatuhan yang 

dilaksanakan seringkali bersifat subjektif dan berdasarkan rasa takut akan denda atau sanksi. Oleh 

sebab itu para narasumber memilih menggunakan jasa konsultan pajak sebagai pendamping dan 

penasihat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 

Tumbuh dalam era internet, gawai dan media sosial membuat para narasumber memiliki 

akses berita yang luas. Dalam penelitian ini, akses berita ini turut menjadi salah satu faktor utama 

kepatuhan pajak. Berita positif seperti karya nyata pemerintah atau keseriusan pemerintah 

mengembangkan infrastruktur memotivasi kepatuhan sementara berita negatif seperti ancaman resesi 

atau aksi korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan menyebabkan demotivasi. Faktor ajaran 

agama dan faktor harapan akan masa depan yang baik juga secara positif membangun kepatuhan pajak, 

meskipun kedua faktor ini tidak secara dominan diangkat oleh para narasumber. 

Kepatuhan sukarela pembayar pajak adalah tema yang perlu didalami ketika suatu negara 

memilih untuk menerapkan sistem self assessment dalam hukum perpajakannya, karena keberhasilan 

penggalangan dana pajak bergantung pada tingkat kesukarelaan para pembayar pajak, dan dalam 

konteks negara dengan rasio pajak terhadap pendapatan negara tinggi seperti Indonesia, kepatuhan 

sukarela wajib pajak sangat menentukan kemajuan negara. Keunggulan sistem self assessment adalah 

aktivitas penghitungan nilai penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak dipercayakan kepada si 

pembayar pajak sebagai pemilik informasi transaksi ekonomi, sehingga otoritas tidak perlu 

menyediakan biaya besar untuk menghitung nilai pajak terutang setiap pembayar pajak dan 

meminimalkan biaya administrasi pajak negara. Namun demikian sistem self assessment ini tetap 

membutuhkan kehadiran otoritas pajak sebagai evaluator sejauh mana assessment yang dilaksanakan 
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oleh pembayar pajak itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan edukator atas konsep dan dinamika 

peraturan perpajakan. Para pembayar pajak sebagai aktor utama dalam sistem self assessment perlu 

mendapatkan dorongan dan asistensi yang cukup dalam melaksanakan kewajibannya karena selain 

minimnya pemahaman akan peraturan pajak dan sifat dasar pajak yang adalah beban ekonomis, masih 

terdapat faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepatuhan 

mereka. 

Kepastian dan keadilan hukum, baik hukum umum maupun hukum pajak diperlukan untuk 

menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan kepada sistem yang dibangun oleh pemerintah. 

Kemudahan akses fasilitas umum, baik sarana transportasi, infrastruktur maupun kesehatan juga 

diperlukan untuk aktivitas ekonomi yang lancar dan stabil. Tingkat kepercayaan kepada penyelenggara 

pemerintahan, bagaimana persepsi dari para pembayar pajak atas kompetensi para penyelenggara 

pemerintahan untuk mengelola dan memanfaatkan dana pajak untuk kebaikan bersama, juga 

memberikan dampak pada kepatuhan sukarela. Aktivitas ekonomi yang baik bergantung pada keadaan 

pasar, kemudahan berusaha dan sehat tidaknya persaingan usaha. Kepatuhan sukarela juga bergantung 

pada psikologi sosial seperti perilaku kepatuhan orang lain dan hal teknis seperti pemahaman dasar 

akuntansi. 

Keberagaman dan dinamika faktor-faktor kepatuhan pajak meletakkan definisi kepatuhan 

sukarela pada spektrum yang luas dan dinamis. Sebagai konsekuensinya, definisi kepatuhan sukarela 

di daerah perkotaan mungkin berbeda dengan definisi kepatuhan sukarela di daerah pedesaan, definisi 

kepatuhan sukarela pada satu rezim mungkin berbeda dengan definisi kepatuhan pada rezim yang lain, 

definisi kepatuhan sukarela seorang wajib pajak mungkin berbeda dengan definisi kepatuhan sukarela 

wajib pajak yang lain. Fenomena yang sama juga dialami oleh para narasumber dalam penelitian ini, 

kepatuhan sukarela yang mereka pahami berada dalam definisi yang berbeda-beda. Satu faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan seseorang tidak mempengaruhi yang lain, meskipun ada pula faktor 

universal yang mempengaruhi semua narasumber secara umum. 

TTI menawarkan suatu integrasi teori-teori keperilakuan dengan mengatakan bahwa faktor-

faktor yang membangun perilaku manusia berasal dari tiga sumber. Sumber intrapersonal adalah satu 

set faktor-faktor yang berasal dari dalam pribadi pelaku yang dapat berupa jenis kelamin, karakter, 

kepribadian, kemampuan, tingkat pendidikan, kebebasan pilihan, kebutuhan maupun tekad. Sumber 

interpersonal adalah satu set faktor-faktor yang berasal dari lingkungan hidup sekitar seseorang yang 

dapat berupa nilai, kebiasaan, perilaku maupun peran yang timbul dari interaksi personal dengan orang 

lain dalam lingkaran interaksi sosialnya maupun dari keterlibatannya dalam suatu komunitas. Sumber 

sosial budaya atau sumber lingkungan luas adalah satu set faktor-faktor yang berasal dari lingkungan 

luas sosial budaya yang berlaku, yang dapat berupa norma, budaya atau tren, peraturan, keadaan atau 

peristiwa pada lingkungan luas seseorang seperti kelompok etnis, generasi, kota, negara atau dunia. 

Penggunaan TTI dapat membantu menyederhanakan hasil penelitian ini dengan melakukan 

pengelompokan faktor-faktor berdasarkan sumbernya. Faktor tambahan sumber daya yang 

diperlukan, faktor tingkat kesadaran dan pemahaman pajak, faktor kompensasi operasional usaha dan 

faktor perasaan takut terhadap hukuman adalah faktor-faktor yang berdasar pada kecerdasan, 

kesadaran, keterbatasan dan kebutuhan dasar seseorang, maka faktor-faktor ini dapat dikelompokkan 

menjadi faktor intrapersonal. Faktor teladan orang tua, faktor persaingan usaha dengan kompetitor dan 

faktor interaksi dengan customer, supplier, konsultan pajak dan otoritas pajak maupun relasi lainnya 

adalah faktor-faktor yang didapatkan dari nilai, kebiasaan, perilaku maupun peran yang timbul dalam 

interaksi seseorang dengan lingkaran relasinya sehingga faktor-faktor ini termasuk dalam definisi 

faktor interpersonal. Faktor norma agama, peraturan yang berlaku, persepsi kinerja pemerintah dan 

keadilan pajak, kondisi pasar dan berita yang didapat dari media massa bersumber dari sistem, aturan, 
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keadaan maupun peristiwa yang terjadi dalam lingkungan luas seseorang, TTI mengelompokkan 

faktor-faktor ini sebagai faktor sosial budaya atau faktor lingkungan luas. Reciprocal determinism 

Bandura (1986) yang juga diusung oleh TTI juga dapat menjelaskan hasil penelitian ini bahwa faktor 

sosial budaya (seperti persepsi kinerja pemerintahan yang baik) dapat meningkatkan kesadaran 

seseorang untuk berkontribusi kepada pembangunan negara melalui pajak dan perilaku kepatuhan 

pajak seseorang memberikan inspirasi bagi orang lain dalam lingkungan kelompoknya. 

Satu hasil penelitian yang berada di luar definisi TTI adalah faktor harapan akan masa depan 

yang mendorong perilaku kepatuhan. Menurut Snyder (1994) mengatakan bahwa harapan adalah 

kombinasi antara kehendak dan kemampuan intelektual yang terarah kepada visi atau tujuan tertentu. 

Harapan mempengaruhi cara seseorang berperilaku dan berinteraksi serta menentukan bagaimana 

seseorang menginterpretasikan keadaan atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya. 

 

KESIMPULAN 

Kepatuhan sukarela seorang wajib pajak dipengaruhi oleh beragam faktor. Kondisi ideal dari 

masing-masing faktor itu cenderung sulit dicapai karena ukuran penilaian beberapa faktor (seperti 

persepsi kinerja pemerintah atau persepsi keadilan pajak) bersifat abstrak dan subjektif, sementara 

ukuran penilaian faktor-faktor yang lain (seperti persaingan usaha, stabilitas ekonomi atau politik) 

bersifat dinamis. TTI menawarkan penyederhanaan dari faktor-faktor pengaruh sebuah perilaku 

dengan melakukan pengelompokan sumber faktor dan sifat faktor serta relasi antar faktor. Sehingga 

analisa maupun intervensi perilaku dapat dilakukan secara menyeluruh dan memberikan hasil yang 

lebih dibandingkan apabila analisa atau intervensi faktor-faktor itu dilakukan secara terpisah. 

Contoh penerapan analisis dan intervensi faktor-faktor kepatuhan yang sesuai dengan konsep 

yang ditawarkan oleh TTI adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah ketika pandemi Covid-19. 

Ketidakpastian global secara drastis menurunkan aktivitas masyarakat. Menimbulkan penurunan 

penghasilan, penurunan daya beli, ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Untuk mengintervensi 

keadaan ini, pemerintah menerbitkan kebijakan-kebijakan khusus, mulai dari perubahan pengenaan 

PPN barang-bareng medis dan pemberian vaksin gratis untuk mempercepat pemulihan, potongan tarif 

dan penghapusan sanksi keterlambatan bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mendorong 

kepatuhan, insentif PPh untuk meningkatkan daya beli, penghapusan sebagian atau seluruh Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk merangsang aktivitas ekonomi dan pemberlakuan 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan tarif khusus untuk untuk meningkatkan kepatuhan dan 

menambah pendapatan negara. Faktor intrapersonal yang terganggu oleh akibat ketidakpastian global 

diintervensi menggunakan faktor sosial budaya berupa aksi vaksinasi dan relaksasi peraturan-

peraturan perpajakan sehingga penurunan kepatuhan maupun penerimaan pajak dapat dikompensasi 

dengan baik. 

Selain faktor harapan, faktor-faktor kepatuhan yang menjadi hasil dari penelitian ini berada 

dalam definisi TTI. Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan pendekatan TTI 

telah berhasil mempelajari perilaku manusia di bidang kesehatan, kekerasan, kriminal, seksual, 

penyalahgunaan napza dan pengembangan generasi muda (Flay et al., 2009), pendekatan yang sama 

dapat digunakan untuk menganalisa dan mengintervensi faktor-faktor kepatuhan sukarela wajib pajak 

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. 
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